
PERATURAT{ DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUITG

NOIIiOR T2 TAHUN 2OO2

TENTANG

POKOK. POI(OK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUHG

DENGAIII RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

:1.

2.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14

p"ratutun Pemerintah Republik Indonesia Nomor

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

p"tafir"gjawaban l(euangan Daerah' perlu

*enedircn Peraturan Daeiah tentang Pokok-

p.k"k iengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Temanggung.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembe-ntukan Daerahdaerah Kabupaten dalam

Lingkungan ProPinsi Jawa Tengah;

Uniang-irnaang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemeri-ntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

fggg Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);
UnOung-rnaang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimdangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

Oin oaeLh (Lemb-aran Negara Tahun 1999

rlo*oi 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3BaB);
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4. Pemhrran Pemerintah Nornor ZS Tahun
tenhrE Karenangan pemerintah pusat
Pmrinsi sebagai Daerah Otonom
Negara Repblik Indonesia Tafrun 2000 Nqru
Tambahan Lembaran Nqara Republik
Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerinbh Nomor 104 Tahun
!.lt ng Dana perimbangan (Lembaran
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan L
Negnra l,l,ornor 4021) sebagaimana telah
dengan Peratur:an pemerintah Nomor g4
2001 tentang perubahan Atas
Pernerintah Nomor 104 Tahun 2000 tenbrg
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun
!9T9r tV, Tambahan Lembjran Negar:a
4165);
Perahrran Pemerintah Nomor 105 Tahun
tentang Pengelolaan dan peftanoounob

feuanOl Daerah (Lembaran tUegara 
-faf,rm

Ngmor 202, Tambahan Lembaran ttegan -tt

2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran
Nomor 4028);

aa2!;
7, Perafuran Pemerintah Nomor 106 Tahun

tentang Pengelolaan dan
Kzuangan dalam pelaksanaan Oet<onlsen'traC

]ugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun I
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
ao23);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun
leltang Pinjaman Daerah (Lembaran
Tahun 2000 Nomor 2O4, Tambahan I

tentang Tatacara pertanggungjawaban
Daerah (Lembaran Negara Ta[un 2000
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40
Peraturan pemerintah womol 109 Tahun
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerdr
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Ti

Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10g Tahun

10.
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11.

tz.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 200O

tenbng Kedudukan Keuangan Dewan Perwakibn
Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2000
Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara llornor
4O2e);
Peraturan Pemerinbh Nomor 75 Tahun 2001

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa (Lembaran Negam Tahun 2001 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengautasan Keuangan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelakanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG POKOK. POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN
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Dalam Peraturan Daerah 
ini yang dimakud dengan:1. Daerah adabh Daerah xitu,irt", f"",inggung;2. Pemerintahan Daerah adarah p"r"rintnin- Ka-bipaten Tensr3. Dewan perwakilan Ralryat O"eratU selanjutnya disehl

adalah DpRD Kabupaten Temanggung;'4. Pemerintah Daerair adalah pu*iiindt kbupaten Tr

:. Bupati adalah Bupati Temanggun g); 
-

I. Wakit BupaU adatah Wakit Btif,atif"*unggrng;7' sekretariat DpRD adalarr set<ietariai opno Kabupaten TernaB. Perangkat Daerah adalah i"frlt riut Daerah, DinasLembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Gurahan, dan SahsrDaerah Kabupaten Temanggung;9' Pemerintah Desa adarah pe-rien'iiat Desa yanE berada di
Temanggung;

10. Anggaran pendapaFl. a-ro Belanja Daerah selanjutryaAnggaran Daerah adalah Anggaran i,enOapatan d* dJlari;
Kabupaten Temanggung;

11. Keuangan Daerah 
-aaaiah 

semua hak dan kewajiban yargmaupun dikuasai Daerah dalam rangka per

:::::rli.l"l"1_Dyrah vans dapat dinilai jensan uans,
dalamnya kebijakan f[kaida; *on"i"r, ;;;'#,;;;
perusahaan milik Daerah dan kekayaan Daerah yang

- - luluf kerangka Anggaran Daerah;
12. Pejabat pengelola Keuangan Oilrafr adalah pimpinan

DPRD dan pimpinan eera-ngkat O"eiuf, itu, pejabat lainnya

f3::::^Ip311_sigit (I5l_ oaerarr aLu orans yanskewenangan tertenlu ou,'supuii- ouriil- k";;;f.
Keuangan Daerah;

13. Perusahaan Milik Daerah adalah semua badan hukum yang s

*l?,,j:Y:l y-oaarnv3 dimitikj oteh pemerintarr oaerirr,
bentuk saham maupun bukan ,unur; 

'

14. Penerimaan Daerah adalah 
'r"rm 

penerimaan
Daerah,- baik berupa. kas mauprn trtun kas, yang berhdengan hak Daerah dalam satu periode iif,rn anggaran;

BAB I
KETEI{TUAI{ UMU{I{

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
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Pengeluaran Daerah adalah biaya berupa semua
pengeluaran Keuangan Daerah, baik berupa kas maupun bukan
kas, yang berhu-bungan dengan kewajiban Daerah dalam satu
periode tahun anggaran;
Manfaat adalah pengakrian pendapatan-pendapatan bukan kas
dalam satu periode tahun anggaran;
C,adangan adalah sejumlah dana yang dicantumkan di dalam
Anggaran Daerah yang merupakan dana yang disisihkan atau tidak
dimanfaatkan guna keperluan membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam suatu periode tahun anggaran;
Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan
ditimbang termasuk di dalamnya hewan dan turnbuh-tumbuhan
kecuali uang dan surat-surat berharga yang dimiliki Daerah atau
dikuasai Daerah atau yang menjadi hak Daerah yang sebagian atau
seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Daerah atau berasal dari
perolehan lain yang sah;
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau manfaat dari pihak lain,
sehingga Daerah memiliki kewajiban untuk membayar kembali.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Daerah berhak atas hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil
perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana
perlm-bangan keuangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah
propinsi, pinjaman Daerah, lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
serta uang dan segala sesuatu bernilai uang dari pihak ketiga yang
menjadi hak Daerah.
Daerah diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
dan atau tindakan-tindakan lainnya, berdasar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelakanaan hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Pasal 3

(1) Daerah berkaarajiban rnenyerenggarakan penyediaan bararq hr
I*,I^..:g-Ig{ng!,rrk . i-i*iir,t*.n rakyat,,uruJ
1tT"r:. menieka-tkan purtu#nu;;;dffi" rEffi
_T:[t$.^seEala kewajiban Daerah yang berhuounga;'ipihak ketiga 'e'rr r'r'uuuIr!'c

(2) Daerah. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan
sebagaimana dimakud aitam ayat (1) rnenurut ketentuanperundang-undangan yang bedaku. 

" '

KEKUAsAAn oroT,?.Iloil cAN DAERA H

,"'"r,?31ff*ff=S umumpengelolaan Keuangan Daerah
pasal 4

(1) Pemegang Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan DaerahBupati.
G) 3I=To^--**lT:n, y*y, pensetotaan Keuansansebagaimana dimaksud oi aaiam' ]v#'il;';eilii;i;

I*:r-".,ise1pk1ll, k'eruruhan 6AJd;"H;d;termasuk di datamnya menyetengg"rulon 
';;;iil*;

pengawasani dan mempunyai --kewajiban

ffflnoounojawaban atas pelaksanuan t "*#.*;. "HffiDPRD.
(3) Pemegang Kekuasaan Umum pengeroraan Keuangan Daerah

T*1:r.*g-_*h9."1. atau set-uruh kewenansan

Il11sjg drtlT qyit 121 kepada pNur ruin, termasuk di
!9;a.bat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Pihak^tu,l*tlT1ut O'i aafi*nvu pquO.t pengetota

3::,:* ^::!.f-1Tlra ..dimaksud 
'J"n"i- .v.i lil

Iil.l::g.?" dan kewajibun o"ro.sa*u, L",lrir.',i v.,lioleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan pemegang

Kekuasaan Umum pengelolaan ti"ring"n Daerah
Pasal 5

-262 -



I

I

l
I AupuU sebagai Penregang Kekuasaan Urnum Pengeldaan Ketrangan

I Daerah dapat menetapkan peafurar.peraturan mengenai sistem,

I prosedur, syaratsyarat, dan tatacam pengelolaan Keuangan Daerah

I dengan Keputusan Bupati.

II eAB ur
J aNGGARAI{ DAERAH

I Bagian Kesatu
I Pengertian, Bentuk, dan Susunan Anggaran Daerah
J easat 6l
I ttl Anggaran Daerah merupakan sahr kesatuan yang terdiridari:
I a. Anggaran Pendapatan Daerah;

I b. Anggaran Belanja Daerah;

I c. Anggaran Pembiayaan Daerah.

I tzl Anggaran Pendapatan Daenh dirinci menurut kelompok

I pendapatan dan jenis pendapatan.

I G) Anggaran Belanja Daerah dirinci menurut kelompok organisasi,

I fungsi, dan jenis belanja.

I (4) Anggaran Pembiayaan Daerah dirinci menurut sumber dan alokasi

I yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

lF) Bentuk dan susunan atau struktur Anggaran Daerah ditetapkan

I dengan Keputusan Bupati.

I Basian Kedua
I AnggaranDaerahbesertaPerubahan-perubahannya

trrD Bupati menyusun dan i--T;" Anssaran Daerah beserta

I perubahan-perubahannya denganpersetujuanDPRD.
If2) Anggaran Daerah beserta perubahan-perubahannya disusun dan

I ditetapkan dengan mempertimbangkan laporan keuangan

I Pemerintah Daerah, potensi Penerimaan Daerah, potensi dan

I 
kebutuhan Daerah, seda perencanaan strategis Daerah.

I Bagian Ketiga

I 
Penyusunan dan 

""X""50;, 
Anssaran Daerah

]r, 

Nota Keuansan disusun ":;:*,'



(2) Noh Keuarqan sebagaimana dimaksr.d dalarn ayat {1}
rancangan Anggaran Daerah yang terdiri dari:
a. rancangBn anggaran pendapatan Daerah, Encangan

belanja Daerah, dan rancangan anggaran pembiayaan
yang disr.rsun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah
perencanaan dari bawah;

b. anggaran klanja DPRD dan Sekrebriat DPRD yang
dengan Keputusan DPRD.

(3) Rancangan anggaran pendapatan, belanja, dan
Daerah disusun oleh Bupati besefta Perangkat Daerah
perencanaan daii bawah sebagaimana dimaksud dalam ayd
huruf a adalah rancangan anggaran pendapatan, belania
pembiayaan Daerah yang disusun sebagai hasil penyerapan
penyaringan terhadap aspirasi rakyat dan lembaga
pemerintah di Daerah, serta usulan dari Pemerintahan Desa
Perangkat Daerah.

(4) Anggaran belanja DPRD dan Sekrebriat DPRD (
dimaksud dalam ayat (2) huruf b) yang ditetaplon
Keputusan DPRD, berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, merupakan bagian yarg
terpisahkan dari Anggaran Daerah.

(5) Tata cara Penyusunan Nota Keuangan, termasuk di
ketentuan mengenai penyusunan,rsncongdn anEgaran
belanja dan pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Nota Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD
mendapat persetujuan.

(2) Penyampaian Nota Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
(1) menggunakan pengantar.

(3) Apabila Nota Keuangan tidak disetujui DPRD, Bupati
Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Nota
tersebut.

(4) Penyempurnaan
ayat (3), harus
paling lambat 1

Nota Keuangan.
(satu) bulan setelah permintaan
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Apabila Nob Keuangnn sebagaimana .dimaksud 
dalam ayat (4)

tidak disetujui DPRD, maka demerintahan Daerah menggunalen

Anggaran Daemh bhun sebelumnya'

Pasal 10

aran Daerah ditehpkan dengan Peraturan D.aerah ryltlg- 
lambat 1

i l"ri" t"u.fum dimulainya iahun anggaran bersangkutan'

Bagian KernPat
Perubahin Anggaran Daerah

Pasal 11

Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat

dilakukan Perubahan.
PerubahanAnggaranDaerahpalingbanyakdilakukanl(satu)kali
dalam satu periode tahun angga-ran'. 

-,--,- t^-j^^,*.
il;ffi;;'r;;;;;;;oau'uti-ditut'kanmarakatt:',9illt:
:: ;ffiH' il;**;J P"ii aun :tu:,l::ul:31i'^itl'igiX,jH;;ntlii 6uu'uti v"ns berakibat. b:"t!lY1 TP:i

;;;"p#; Daerah maupun-jumlah Belania-Daerah yang

d;;r;;krn pada tahun anggaqn. bepanu.k'tuli

iffil'H 
-E;ffi; ;;il ;""-Cmoul'u1,*yo*y:" T:'-*b. lain-laln Kg;aolan ydrrg rrrErrvql\r.."lr*

Pendapatan paerah-*-u'p'n jumlah Belanla-Daerah yang

aitenclnafan pada tahun anggaran bersangkutan'

Pasal 12

Nota Ki:uangan Perubahan disusun oleh Bupati'

Nota Keuangan Reru#;;;;tg"i*unu dimalsud dalam ayat (1)

adalah rancangan perubahan Anggaran Daerah' sebagaimana

dimaksud dalam p"t;i';i;6g teidiri dari ranangan perubahan

anggaran penoapatan, Grinial dan pembiayaan Daerah yang

disusun oleh aupaii Ueslria Perangkat Daerah. ber!3ar

perencanaan Aari nawan; t"'u p"*Oahari anggaran belanja DPRD

dan Sekretariat DPRD fang Jit"tiptun dengan Keputusan 
'llD:-

Tatacara penyusunan'iloiu ri"ulngan .Pdrubahan 
mengacu pada

tataca ra penyusunan'N;i;]d;;ga-n sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Nota Keuangan perubahan disarnpaikan oleh BupaU kepadauntuk mendapatkan persetujuan.
Penyampaian Nota 

-t<euangin 
perubahan sebagairnana

fala.q ayat (1) rnenggunakin p"nguntur. 
'-

3t3]11"*I Keuanean peruoarr'an iidak disetuiui DpRD,

:fl:'1l99"_.e:'t .rgt p *"gsr".L;Ed;;
sebagairnana dimakud dalam pasaf i5 sampai dengan
tahun anggar:an bersangkutan.

Pasal 14

Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerahcepat 6 (enam) buran atau paring rambat a (empat) ouran seoerumanggaran berakhir.

pen 
s u rusa n dan r. n g 

" 
iln##;:'[: n 

"" 
n A n s sa ra n Da er{

Pasal 15

(1) Bupati menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan
pelaksanaan anggiian Daerair.

{2) l:ngu.*m"l terhadap tugas sebagaimana dimakud dalam afidilakukan oleh DpRD.(3) Pokok-pokok tatacara
pelaksanaan Anggaran
Daerah.

pengurusan dan
Daerah ditetapkan

pengawasan
dengan

Bagian Keenam
Laporan Triwulanan dan

Pefta n ggungjawa ban pelaksanaan Ang garan Daerah
Pasal 16

(1) Laporan Triwulanan dan pertanggungjawaban atas
Anggaran Daerah dilakukan ohh dtlpati.(2) Laporan Triwutanan utu, p"iif.runuun
sebagaimana dimaksud datam ayat (1)
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Anggaran
dilakukan
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Perlanggungjawaban atas pelaksanaan Anggamn Daemh
se@aimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah
berakhimya tahun anggaran.

Pasal 17

laporan Triwulanan disusun oleh Bupati.
Laporan Trtwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
laporan yang bersifat pemberitahuan aEs kemajuan pelaksanaan

Anggamn Daerah sampai dengan akhir triwulanan.

Pasal 18

Laporan Triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Bupati

kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
triwulanan pelaksanaan Anggaran Daerah.

Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1)
memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan
pmbiayaan Daerah sampai dengan akhir triwulan yang

bersangkutan.

Bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasai 19

Nota Pertanggungjawaban disusun oleh Bupati.
Nota Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati kepada

DPRD tentang pelakanaan Anggaran Daerah beserta perubahan-

perubahannl/a yang terdiri dari: pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah besefta
perubahan-perubahannya yang disusun oleh Bupati besefta
Perangkat Daerah seda pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD beserta perubahan-
perubahannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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(1)

(2)

Pasal 20

Nota Pertanggungjawaban secam material tediri
keuangan dan laporan penilaian kinerja.

::-?:*T_I:!ansan sebasaimana dimaksud datam ayat (g
!ari:, .luryfn perhituigan ergsui; l;i;
surplus/defisit laporan perubahan e[uit s dana, neraca,
aliran kas, serta kebijaican akuntansi dan cahtan atas
keuangan.
Laporan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dah(1) adalah laporan peniraian kin64a berdasarkan torot
perencanaan strategis Daerah.
T3ta_cara. penyusunan,-Ngta pertanggungjawaban sebagil
dimaksud dalam ayat (t) ditetapkan aiiga;-feputusan eu;n

Pasal 21

Nota. Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati kepada
untuk mendapatkan persetujuan.
Penyampaian Nota pertanggungjawaban sebagalmana
dalam ayat (1) menggunakJn peigantar.
Ketentuan mengenai penerimaan dan penolakan DpRD

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan (
Peraturan Daerah paring rambat 3 (tiga) bu-rJn seterar, Gillhirnl"

Pasal 22

anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Sistem Akuntansi Anggaran Daerah

Pasal 23

(1) Sistem Akuntansi Anggaran Daerah berbasis pada

ry,:t? .Pertanggungjawaban yang disampaikan oteh
ditetapkan dengan Keputusan bpnb Uerpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berliku.

keuangan. dan dilaksjnakan sesuai dengan
akuntansi sektor publik yang berterima umum.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Sistem Akuntansi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah sistenr akunbnsi keuangan yang dapat menyajikan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal20 ayat (2).
Sistem Akuntansi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetaplon dengan Keputusan Bupati sesuai dengan
standar akuntansi keuangan pernerintah daerah yang berlaku.

BAB W
TAHUI{ ANGGARAN

Pasal 24

Tahun anggaran adalah 1 (satu) tahun periode waktu pelaksanaan

Anggaran Daerah.
Tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama

dengan tahun anggaran neEara.

BAB V
PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengeftian dan Susunan Pendapatan Daerah

Pasal 25

(1) pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan dan meliputi semua

penerimaan yang merupakan hak Daerah cialam satu tahun

anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

(2) Pendapatan Daemh sebagaimana dimakud dalam ayat (1)

menurut sumbernYa terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah;
b.dana perimbangan;
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 26

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

ayat (2) adalah terdiri atas:
a.hasil pajak Daerah;
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b.hasil retribusi Daeqh;
c. hasil perusahaan rnilik Daerah, dan hasil pengelolaan
. Daerah yang dipisahkan;

d.lain-lain pendapatan asliDaerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah terdiri dari
l::":::'i^:::.11-b"rupu_ runi- ri*il r"giut"n pejabat 

IKeuangan Daerah dan. atau. Reranitar D*Jilil" ,'"* "oJii'X

fi:[::::,j.1::::p_-d:{ pihak.ketlea yani men;adi hak Daerah, didarisumberpendapiran*irrugrr;;;;r;;'d;;#;tH,=l?';r#
huruf b, b, dan c dalam fu*n*a qnggJran-Oaerafr.

(2)
:::P::r:P:l , ryFh:n,.. Etiu penshapusan pajak
1ffib51 Daerah, serh hasit p"*rir,""Ii ,i,l* ilIrii o#
ffiisjPl=1_ fekayaan oaerarr vuns 

-;,0;;1'6't'[g'#llil
g:'::lli 

^:"lio.?f _ruru".-sr*Gi d'ii_ra in pendapatan

*.?Elfff^llJ: T#sirnya dibrim" D";;;h JJ"Hffi ;
dengan Peraturan Daerah .

Pasal 27

Bagian Ketiga
Dana perimbangan

Pasal 28

3;J;r6.rff,.ngan 
sebagaimana dimakud datam pasat 25 ayat

a, dana primbangan dengan pemerintah pusat yang terdiriatas:1. 
|3t:T:^f11!::1, berasat dari bagi hasil pajak dan basi
bu ka n paja k a nta r:a peme rinta h p u sat" ai i 

-peil?i 
r,. r,' IIIH'*2. lp::::rah, tainnya aari peireiimJin n"suru, yans dir<eloleh pemerintah pusat, termasuk di Oatimnya dari danaumurn, dana alokasi khusus, dan dana darurat .b. dana perimbangan dengan fi;ilil;ropinsi yang terdiri atas:1. 

|3g:T ?T:?h 
yang berasar dari baei hasit pajak dan basi

Pqh" pajak, antara pemerintah propinsi dan
kabupaten/kota dalam satu propinsi ;2. bagian daerah lainnya Orri p"n"iiraan negara, yang
oleh pemerintah propinsi .
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Bagian Xeempat
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 29

) Lain-lain perdapabn Daerah yang sah sebagBimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (2) adalah Pendapabn Daerah yang diperoleh

dari sumber selain dari sumber pendapatan mli Daemh dan dana
perimbangan.
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagBimana dimaksud

dalam ayat'(1) dapat bersumber dari dalam Daerah dan luar

Daerah dan ata'u luar negeri, baik pernerintah maupun bukan

pemerintah.

Bagian Kelima
Rincian Susunan Pendapatan Daerah

Pasal 30

susunan Pendapatan Daerah di dalam Anggaran Daerah

dengan Keputusan BuPati.

BAB VI
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Pengeftian dan Susunan Belanja Daerah

Pasal 31

Belanja Daerah merupakan satu kesatuan dan meliputi semua

pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun

anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimakud dalam ayat (1) menurut
fungsinya terdiri atas:
a. Belanja Bidang Umurn Pemerintahan;
b. Belanja Bidang Infrastruktur;
c. Belanja Bidang Pelayanan Umum;
d. Belanja Bidang Pengembangan Usaha dan Ekonomi Daerah'

Belanja Daerah menurut organisasi penyelenggara Pemerintahan

Daerah berdasar fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

terdiri atas:
Belanja DPRD, dan Belanja Sekretariat DPRD;

Belanja Bupati, Belanja Wakil Bupati, dan Belanja Perangkat

Daerah.
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Bagian Kedua
Bagian Belanja Daerah

Pasal 32

Belanja menurut organisasi penyelenggara pemerinbh
sebagaimana dirnakud dalam pasal 31 ayat (3) dirinci menjadi
Belanja yang terdiri dari:
a. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja

dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiafr
hasil, manfaat, dan dampaknya dinikmati seera terbatas,
oleh aparatur saja dan atau untuk membiayai kegiatan yaq,
manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung diniknrdi
publik;
Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanil
dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiaBr
hasil, manfaat, dan dampaknya dinikmati secara tidak
atau oleh publik dan atau untuk membiayai kegiahn farE
manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh pfl-
Bagian Belanja Transfer adalah bagian belanja yang bGr
pengalihan uang atau bentuk-bentuk lain bernilai uan[l
Pemerintah Daerah kepada pihak lain dengan tidak mengtrali
dibayar kembali dan/atau adanya balas jasa sebagai
sepefti lazimnya yang terjadi dalam jual-beli atau sewa,
mengharapkan akan diterima kernbali pada saat
rnaupun di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu
dan/atau tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya
penyertaan modal atau investasi. Ini dapat berupa bagi haC
bantuan keuangan, hibah, bantuan barang dan jasa,
provisi, dan bentuk-bentuk lainnya yang sejenis;
Bagian Belanja Tidak Tersangka adalah bagian belanla
dimakudkan untuk membiayai segala kewajiban
berhubungan dengan tugas-tugas umum
penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, serta
usaha dan ekonomi Daerah di luar yang telah ditetapkan di
Anggaran Daerah dan perubahan-perubahannya pada
anggaran berjalan, serta bersifat segera dilakukan dan tidak
ditunda pelaksanaannya menunggu tahun anggamn
termasuk di dalamnya pengembalian atas kelebihan
yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup.

d.

all



Pasal 33

) Belanja tidak tersangka ditetapkan dalam Anggaran Daerah tidak
lebih dari 1/125 (satu per seratus dua puluh lima) dari jumlah

Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun anggaran

bersangkutan.
) Belanja tidak tersangka realisasinya dapat berupa Bagian Belanja

Aparatur Daerah, Bagian Belanja Pelayanan Publi( dan Bagian

Belanja Transfer, dikeluarkan dengan persetujuan Bupati

Bagian Ketiga
l{elompok Belanja Daerah

Pasal 34

Bagian Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

32 dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi:
Kelompok Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung

yang timbul akibat adanya kegiatan aparatur maupun pemanfaatan

sarana prasarana aparatur; dan dialokasikan pada kegiatan non

investasi atau tidak menambah aset Daerah yang terdiri qtas: belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja

perjalanan dinas;
Kelompok Belanja Operasidan Pemeliharaan adalah belanja langsung

yang timbul akibat adanya kegiatan aparatur maupun akibat adanya

pemanfaatan atas sarana prasarana aparatur rnaupun pemanfaatan

sarana prasarana publik dan atau akibat adanya kegiatan

pemeliharaan Sarana prasarana aparatur maupun sarana prasarana

pubtik; dan dialokasikan pada kegiatan non investasi atau tidak

menambah aset Daerah yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan

dinas;
Kelompok Belanja Modal adalah belanja langsung berupa pengadaan

barang, kecuali persediaan guna menambah aset Daerah dan atau

kegiatin investasi, dalam wujud penanaman modal, baik berupa

saham maupun bukan saham, atau kekayaan Daerah yang

dipisahkan untuk dijadikan aset Daerah. Kelompok Belanja Modal

tidak termasuk ke dalam rincian Bagian Belanja Transfer.

Bagian KeemPat
Rincian Susunan Belanja Daerah

Pasal 35
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(1)

(2)

Rincian susunan Belanja Daerah di dalam Angqaran Daerahdengan Keputusan Bupati. -;-"'

BAB UII
PEMBIAYAAI{ DAERAH

pensertia n or, :?r:ffaI'ff :loia yaan Daerah
Pasal 36

Pembiayaan Daerah adalah meliputi transaki keuanganyang dimakudkan guna memanfaatkan surplus ataumenutup defisit.
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud datam afdmenurutalokasi dan sumbeiterdiri Oa* -a. 

*Yr:^:rf$.!aOat ditakukan'berupa: transfer kecadangan, pembayan
nhriarci ^^-..^r__- 

rn lnglupn utang, pembayaran
obtigasi, penyertaa n * oau i I 

-i*"r* 
i' !,H' i"t,Tt

b. 3;1rffi , :*3 *::,a 3?n;ta u b";i,&;;;ii. rfr lirfr
iirH: :: 5'^n:'- !:rt a u "" r" 

" 
;,ili; "ilJilffi

r:"#11'.1=l:o'l rrlt'tl'gJ". ;ffi,;#H;;U';
BII:tr1i1T,l,/-*-njuurui-oorid;;'il;,,ru;i,'#;
3,:?l*Ji:J'f:vlri ;,'i;; H; ;;;: ffi*i:latau hntuk-bentuk lainnya.

Bagian Kedua
Dana Cadangan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan :jlf,-13:g disisihkan aun 
- 

irau[-'aiilanraatran araudialokasikan untuk membiayai k;tril;""#;:' o:Hanggaran berjalan.
Dana Cadangan sebagaimana dimakud dalam ayat (1)
:1,:l T::?lyfl.keb_utuhan dala yans-iia* iupui.,datam 1 (satu) tahun anssaran dan ;", ,,iiii r"Jfrill'ijDi dalam peraturan Daerah tentang Anggaran Daerahmemuat ketentuan mengenai pem6entukan Danasebagaimana dimakud dadm iv"ifzi. -"-

(2)

(3)
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I (1)

I

Bagian Ketiga
Pinjaman Daenh

Pasal 38

pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah dari sumber

aaram daerah dan luar daerah dan atau dari sumber luar negeri,

uiit< pemerinarr maupun bukan pemerintah, dalam kerangka

AnggBran Daerah.
pinjiman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

Uu*pu pinjaman langki paniang, piniaman iarqka pende( dan

atau dalam bentuk obligasi.

Kewenangan untuk menarik Pinjaman Daerah sebagaimana

dimaksud-dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bupati'

Pasal 39

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan masa jatuh

tempo leUifi Oari satu tahun anggaran, dengan mematuhi

persyaratan pinjaman tertentu di dalam akad pinjaman yang telah

ditetapkan di rnuka.
pinju*un jangka panjang hanya dapat dilakukan dengan

persutuiuan OinO aan hal ini dapat dinyatakan di dalam Peraturan

baerah tentang Anggaran Daerah tahun berjatan'

Rlnl"rnun jangta -pan3ang hanya dgpat dilakukan, manakala

dituiukan untu-t program Jan/atau kegiatan yang bermanfaat bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah'

Finjrriutt jangka panjang dilakukan dengan mempertimbangkan

kemampuin keuangan 
-Daerah yang dapat disisihkan dengan

ru*ni pembayaran angsuran pokok, bunga pinjaman, dan biaya-

biaya lainnya selarna jangka waktu pinjaman'
jr*tut,, kumulatif pokot< Finiumun Daerah yang wajib dibayar tidak

melebihi 30o/o (tiga pulutr perseratus) dari jumlah Penerimaan

Umum Anggaran baerah tahun sebelumnya; :"ttu- -b9'.dasarkan
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma

lima).

Pasal 40

Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa jatuh

tempo tiaat 6Uifr dari 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan'
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(2)

(3)

dengan memahrhi persyaratan pinjarnan tertentu ili 'dalam
pinjaman yarg telah ditetapkan di muka.
Penarikan pinjaman jangka pendek merupakan bagian
pelaksanaan blgas pengurusan lGs di lGs Daemh oleh Bupati.
Pinjaman jangka pendek hanya dilakukan guna
pengaturan arus kas dalam rangka pengurusan Kas di Kas
Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertil
kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali
tersebut pada waktu jatuh tempo.

(4)

(s) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (silr
enam) dariJumlah Belanja Daerah yang direncanakan pada tr
anggaran yang berjalan.

(6) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam
paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak
penandatanganan akad pinjaman,

Pasal 4t

Syarat-syarat dan tatacara penarikan pinjaman jangka panjarg
jangka pendek Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 42

(1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan
persetujuan DPRD.

(2) Syarat-syarat dan tatacara penerbitan dan pembayaran
obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rincian Susunan pembiayaan Daerah

Pasal 43

Rincian susunan Pembiayaan Daerah di dalam Anggaran
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
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I
F)

G)

BAB VIII
HUSUNGAI{ I(EUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu

Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa
Pasal 44

Pemerintah Dea menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri,

terpisah dergan penyelinggaraan Keuangan Daerah oleh

Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah '

Bagian Kedua
Ruang LingkuP Hubungan Keuangan

Pasal 45

Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan
pemerl"ntah Oea didasarkan pada penghormatan terhadap hak'

asal-usul, dan adat istiadat desa, serta dalam rangka pelaksanaan

tugas pembantuan.
Aali hasil pajak Daerah dan bukan pajak Daeraf 

. 
antara

peirerintah OaLratr dan Pemerintah Desa merupakan hubungan

keuangan yang didasarkan pada pertimbangan penghormatan

terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat desa'

Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan

hubungan keuangan yang didasarkan pada pettimbangan

pelaksanaan hrgas pembantuan, yakni terdiri atas:

;. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;

b. oaiian dari dana peri*-nangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima Pemerintah Daerah;

c. Lrglun dari dana perimbangan keuangan propinsi dan daerah

kaSupaten/fota dalam satu propinsi yang diterima Pemerintah

Daerah.
Jumlah keseluruhan bantuan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) minimal

sebesar 20 o/o (dua puluh perseratus) darijumlah anggaran belanja

modaldi dalam Anggaran Daerah tahun berjalan'

Aagi hasil pajak Daerah dan bukan pajak Daerah 
- 

antara

peirerimtah 'Daerah dan pemerintah Desa serta Bantuan

(4)

{s)
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Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan
Keputusan Bupati.

BAB IX
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERIHTAH DAERAH

DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH PUSTT
Pasal 46

(1) Hubungan keuangan antara pemerintah Daerah dan
Pusat maupun Pemerintah propinsi dilakukan berdasar prins"
desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah .

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjarnar1
bentuk-bentuk lainnya kepada pemerintah pusat rrE
Pemerinbh Propinsi, sebaliknya dapat menerima pula
pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dari pernerinbh
maupun Pemerintah Propinsi dengan persetujuan DPRD.

BAB X
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGT

PERUSAHAAN M I LI K DAE RAH KABU PATEN/ KOTA LAIII,
PERUSAHAAN MILIK DAERAH PROPINSI, PERUSAHAAil

NEGARA, UNIT USAHA SWASTA DAN PERUSAHAAN MILII
DAERAH
Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan yang sebagian
seluruh modalnya dimiliki Daerah dan atau menyeftakan mdalnF
kekayaan Daerah yang dipisahkan dan atau melakukan kerB r
bentuk lain dengan Perusahaan Milik Daerah Ka
lain,Perusahaan Milik Daerah Propinsi, perusahaan Milik Negara, da
usaha swasta, baik dalam Daerah dan luar Daerah maupun luar
dengan persetujuan DPRD.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah
maupun menambah modal kepada perusahaan
sebaliknya dapat pula menerima hibah dan
Perusahaan Milik Daerah dengan persetujuan DPRD.

dan
Milik

pinjarnan
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dari
dan

P)

F)

pemerintah Daerah dapat melakukan privatisasi Perusahaan Milik

Daerah dan atau penglepasan atas modal yang ada pada

Perusahaan Milik Daerah dengan persetujuan DPRD'

pemerinafr Daerah dapat menetapkan kebijakan sebagai pedoman

t;Ija- oin ,tu, melakukan pengawasan sepenuhnya !:tt''u9up
peiusanaan Milik Daerah yang ieluruh modalnya dimiliki oteh

Daerah dengan Persetujuan DPRD.
pemerintan baeiah dafat menetapkan kebijakan sebagai Pe{o1an

kerjadanataumelakukanpengawasansecaraterbatasternaoap
perusahaan Milik Daerah yang sebagian modalnya dimiliki oleh

Daerah dengan Persetujuan DPRD'
pemerintah- Daerah berhak atas persentase teftentu

keuntungan yang diperoleh Perusahaan Milik Daerah

,*utriunnyu kJdat", susunan Anggaran Daerah'

BAB XI
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA}I DENGAN

BADAN.BADAN BUKAN PERUSAHAAN DALAM

NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI
Pasal 49

pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman, dan

bentuk.bentuklainnya'tepadabadan-badanbukanperusahaan
dalam negeri ,urpun luar negeri, baik pemerintah maupun bukan

pemerintah, dengan persetujuan DPRP,.

Femerintan'Oaeran dapat menerima hibah, pinjaman, dan bentuk-

Uentuf hinnya dari badan-badan bukan perusahaan dalam negeri

,irpun luai negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah'

dengan Persetujuan DPRD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Keseluruhanketentuansebagaipengaturanlebihlanjutatassegala
[ui"ntrun yang diatur di dalim peraturan Daerah ini sudah selesai

ait"lupun'pati-ng lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan Daerah ini

ditetaPkan.
PelaksanaanPeraturanDaerahinidilakukansecarabertahapdan
secara efektif seluruh ketentuan yang diatur di dalam Peraturan
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Daerah ini dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga)

sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 51

(1)

(2)

Segala ketentuan peraturan yang dikeluarkan yang

dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
penyesuaian.
Penyesuaian atas segala ketentuan peraturan seb

dimaksud dalam ayat (1) sudah selesai ditetapkan paling

(tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Kabupaten Temanggung.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengul

Piraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember

BUPATI TEMANGGUilE
cAP ttd

SARD]ONO
Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Desember 2002

Sekretaris Daerah
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

NOMOR 51
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I. PEN]ELASAN UMUM

Bahwapadadasarnyatugaspokokpemerintah,sebagaibadan
eksekutif, berdasar mandat dari dewan perwakilan rakyat, sebagai badan

legislatif, adalah menyelenggarakan barang dan jasa. publik serta

,inaoronq peningkaian iesejahteraan rakyaVpenduduk' Pada

uru*nyi rei.to. privat tidak bersedia menyelenggarakan barang

dan jasa publik. Tugas dimaksud kemudian ditarik oleh pemerintah atau

sektor publik. Penirikan tugas ini oleh pemerintah .dilakukan demi

memenuhi kepentingan pubiik, yang tidak mungkin dapat memenuhi

hajat hidupnya tanpa ketersediaan barang dan jasa publik, misal jalan'

iembatan, dan jaringan irigasi.-Demikianjugatugasmendorongpeningkatankesejahteraan

rakyat/ penduduk iiUaifnya dilakukan oleh pemerintah, karena hanya

pltrit'pemerintah atau sektor publik lah yang dapat dituntut oleh

rakyaVpenduduk untuk bertindak adil terhadap orang pribadi, baik

,".ur sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di dalam upayan-ya meraih

iesejahteraan masing-masing, misal mengenai kebijakan fiskal dan

,onlt"r. Tingkat kesejahteraan dapat diukur 
- 
dengan

menggunakan angka.angka produk domestik (regional) bruto,

ii1niiiutu1 atas bilas jasi terhadap faktor produksi yang digunakan

datam aktivitas produksi burung dan jasa bersangkutan. Ini artinya diukur

darirezekiyangditerimaolehpemilikfaktorproduksi,yangtiadalain
adalah orang pribadi rakyat/penduduk negara bersangkutan'

rugis pokok tersebut dijalankan oleh pemerintah atau sektor

publik melalui instrumen-instrumen yang dimilikinya. sudah barang tentu

legiatan ini perlu biaya, guna menutup biaya dimaksud pemerintah

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

. NOMOR. L2 TAHUN 2OO2

TENTANG
POKOK.POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG
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diberi mandat oleh ralryat lewat badan legislatif urfl
memperoleh sumber-sumber keuangannya dengan cara memungut

rakyat dan mengelola kekayaan negara. Bentuk-bentuk perolehan

hasil memungut rakyat dapat berupa paialq bea, dan

Sedangkan bentuk-bentuk perolehan dari hasil mengelola ke

negara, termasuk di dalamnya kekayaan sumber daya alam,

beiupa keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki
pemerintah, royalty, dan land-rent.

Hasil memungut dari rakyatlpenduduk, khususnya dari
pajalq adalah yang paling tepat dikaitkan dengan tingkat kesej

iakyaVpenduduk diukur dengan konsep produk domestik (

bruto. Demi keperluan inilah pada dasarnya sebagian aspek

digunakannya produk domestik (regional) bruto sebagai ukuran

kesejahteraan suatu negara (daerah).

Kemungkinan hasil dari memungut rakya(penduduk

diperoleh dalam jumlah yang besar, manakala tingkat kesejat

rakyaVpenduduk menurut ukuran produk domestik (regional)

adalah tinggi. Pada hakekatnya pungutan negara diperoleh dari

rejeki rakyaf maka besar. kecilnya hasil akan sangat tergantung

besar dan kecilnya rejeki yang diperoleh rakyat/penduduk. D

demikian cara yang paling efektif dan efisien untuk
penerimaan dari hasil memungut rakyat/penduduk adalah dengan

meningkatkan penghasilan rakyat/penduduk, melalui peiluasan lapa

kerja atau menekan Pengangguran.
Keseluruhan rencana penyelenggaraan pemerintahan

dalam kerangka memenuhi tugas pokok dan menutup biaya

pelakanaan tugas pkok dimaksud dituangkan ke dalam a

pendapatan dan belanja negara (daerah), selanjutnya disebut

anggaran. Ciri-ciri anggaran yang baik adalah:

Pettama, anggaran yang dikelola secara transparan,

dan akun-tabel. Dengan anggaran seperti ini rakyat atau

sebagai pembayar segala pungutan negara dan pemilik sah

negaia akan dapat meyakini bahwa pengumpulan dan

keieluruhan hasil dari segala bentuk pungutan negara dan

kekayaan negara telah dilakukan secara benar, adil, jujur, dan lurtE

penyelenggara negara.
Kedua, anggaran yang dapat mendukung

barang dan jasa publik, serta memberi dorongan 6a9i

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang secara otomatis
memberi dampak bagi meningkatnya jumlah penerimaan hasil

negara. Dengan anggaran seperti ini dapat dihindari pt
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pmlah penerimaan hasil pungutan negara melalui jalan kenaikan tarif,
cakupan, dan jenis pungutan negara, maupun lewat jalan inflasi, yang

bersifat menurunkan daya beli rakyat/penduduk. Peningkatan jumlah
penerimaan hasil pungutan negara, khususnya dari hasil pajak, hanya
dapat terjadi secara otomatis manakala negara (daerah) memiliki struKur
produk domestik (regional) bruto yang berbasis pada sektor jasa,

kunjungan dan pariwisata, perdagangan, sefta industri.
Ketiga, anggaran yang mendapatkan kontribusi dari hasil

pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara profesional,

Eansparan, jujur, dan lurus; serta memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup. Dengan pengelolaan kekayaan negara sebagaimana dimaksud

akan dapat dihindari keborosan dan kebocoran pemanfaatan kekayaan

rcgara maupun kerusakan lingkungan hidup, yang akibatnya merugikan
nkyat/penduduk.

Keempa$ anggaran yang memiliki bentuk dan susunan yang

mampu menampung keseluruhan hak dan kewajiban penyelenggaraan

pemerintahan negara. Anggaran yang demikian merupakan alat yang

efektif guna mengendalikan penyeleng-gara pemerintahan negara, untuk
Udak melakukan pungutan tambahan kepada rakyaVpenduduk di
luar pungutan negara yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sefta untuk tidak pula
membentuk penerimaan dan pengeluaran negara da luar
anggaran (non budgetetl.

Kelima, anggaran yang disusun dan ditetapkan melalui proses

yang demokratis dan transparan. Dengan anggaran yang demikian maka

akan diperoleh jaminan bahwa pelaksanaannya akan dapat berjalan

hncir, karena penyusunan dan penetapannya telah mempeftimbangkan
kepentingan-kepentingan dan sepengetahuan stokeholderc maupun

stakeholders.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah mengisyaratkan bahwa pemegang kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan negara serta pengelolaan sumber-sumber penerimaan

negara guna menutup penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud

adalah terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi,

pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pemerintatran desa. Oleh

karena Penyelenggaraa n pernerinta ha n ka bu paten/kota menurut u nda n g-

undang dimaksud didasarkan pada azas desentralisasi, maka hubungan

keuangan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah

pusat/provinsi atas sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola

oleh kedua pemerintahan dimaksud, semestinya dibangun atas dasar

prinsip-prinsip perimbangan keuangan, yakni dapat berupa bagi
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hasil paja(bukan pajak, dana alokasi umum, atau dana alokasi
Adapun bentuk-bentuk pemberian bantuan, sumbangan, dan subeil
pemerintah pusat/provinsi kepada daerah kabupaten/kota
dihindari, kecuali dari dana darurat.

Pemerintah Daerah peilu menjalin hubungan dengan
badan di luar Pemerintah Daerah, baik yang UerUentuf per
maupun bukan perusahan dalam Daerah dan luar Daerah (d
negeri) dan/atau luar negeri, termasuk di dalamnya dengan penr
Desa. $egala bentuk hubungan dimaksud harus dibangun
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-ur
yang berlaku.

Oleh karena itu, mengacu pada pokok-pokok
sebagaimana dise-butkan di atas, maka ketentuan mengenai pr
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung yar{t
dalam Peraturan Daerah ini ditujukan guna mewujudkan
pokok pikiran dimaksud ke dalam realitas penyeler
pemerintahan daerah ddlam kerangka Anggaran Daerah. Di
memuat hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan
umufit dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu
syarat-syarat, sistem, dan prosedur atau tatacara pengelolaan
Daerah secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Keputusan DPRD berpedoman pada peraturan Daerah iri
menimbang ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d
Pasal 7 ayat (1)

Pasal 7 ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimakud Anggaran Daerah
ditetapkan dengan
laporan keuangan Pemerintah
adalah manakala di dalam menyusn
menetapkan Anggaran Daerah Bupili
DPRD senantiasa
perkembangan Keuangan Daerah
dengan Laporan Keuangan
Daerah yang terakhir. Dengan
Bupati dan DPRD dapat mengetahui
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perkembangannya, sehingga dapat
memperkirakan kondisi Keuangan Daerah di
masa depan. Atas dasar pengetahuan
mengenai hal ini lah hendaknya Bupati dan
DPRD menyusun dan menetapkan Anggaran
Daerah.
Yang dimaksud Anggaran Daerah disusun dan
ditetapkan dengan mempertimbangkan
potensi Penerimaan Daerah adalah
manakala di dalam menyusun dan
menetapkan Anggaran Daerah Bupati dan
DPRD senantiasa memperhatikan potensi
penerimaan PAD pada tahun bersangkutan,
berdasarkan analisa yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah. Termasuk di dalamnya
mempertimbangkan pula Penerimaan Daerah
yang akan diperoleh dari bagian Daerah yang

berasal dari dana perimbangan keuangan
dengan pemerintah pusa(propinsi.

Adapun yang dimaksud Anggaran
Daerah disusun dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan potensi dan
kebutuhan Daerah adalah manakala di
dalam menyusun dan menetapkan Anggaran
Daerah Bupati dan DPRD senantiasa
mengawalinya dengan mengidentifikasi
berbagai permasalahan yang ada di daerah.
Dalam hal ini analisis dapat dikelompokkan
dalam dua kategori, yaitu yang mendukung
potensi daerah (masalah penawaran/ supply)
dan yang dibutuhkan daerah (masalah
permintaan/ demandl. Potensi daerah
menunjukkan berbagai sumber daya yang

dapat digunakan untuk mening-katkan
kegiatan perekonomian di daerah. Sedangkan

kebutuhan daerah menunjukan seberapa
jauh daerah dapat menyerap berbagai sumber
daya yang berada di dalam maupun di luar

daerah. Perbandingan di antara keduanya
akan menunjukan peluang yang dapat
berkembang dan dikembangkan di daerah'
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Pasal 8 s/d
Pasal 20 ayat (2)

Pasal 20 ayat (3)

lika daerah secara umum memilih
permintaan dan penawaran yang tinggi,
daerah berpotensi untuk tumbuh
pesat. Sebaliknya, jika sisi penawarim
permintaan rendah, maka daerah
akan sulit berkembang. Selanjutnlq
permintaan tinggi dan penawaran
maka daerah memiliki potensi
dikembangkan. Semehtara, jika
rendah dan penawaran tinggi,
dibutuhkan upaya khusus untuk
perkembangan perekonomian daerah.
Selanjutnya yang dimaksud Anggaran
disusun dan ditetapkan
mempertimbangkan perencanaan
Daerah adalah manakala di dalam
dan menetapkan Anggaran Daerah
DPRD senantiasa berpedoman
perencanaan strategis daerah.
ini merupakan kunci, dikarenakan saldr'bagian dari dokumen pertanggunqfi
akhir tahun anggaran Bupati kepada
tentang pelaksanaan Anggaran Daerah
laporan kinerja berdasarkan tolok
renstra.

Cukup jelas

Laporan Penilaian Kinerja merupakan
Penilaian Kinerja Konsolidasian,
merupakan himpunan dari laporan
kinerja Sekretariat DPRD dan
Daerah. Laporan Penilaian Kinerja
disusun oleh Sekretariat DPRD dan
Daerah dimaksud disebut juga
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) yang
berdasarkan tolok ukur perencanaan
Daerah.
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Pasal.20 ayat (4)
s/d Pasal 32

Pasal 33 ayat (1)

Pasal 33 ayat (2)

Pasal 34

Laporan Penilaian
Kinerja dapat disebut juga sebagai laporan
dari aspek non finansial atas
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
Bupati mengenai pelaksanaan Anggaran
Daerah. Yakni laporan dari aspek pencapaian
target-target penyelenggaraan barang dan
jasa publik serta peningkatan kesejahteraan
rakyat, termasuk di dalamnya peningkatan
pertumbuhan ekonomi Daerah.

Cukup jelas

Batasan dimaksud adalah dalam upaya
menekan seminimal mungkin anggaran
belanja tidak tersangka, karena pada
hakekatnya belanja ini bersifat sebagai pintu
darurat demi kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi
atas kesadaran bahwa perencanaan sebagai
hasil pekerjaan manusia tidak lepas dari
kekurangan.

Cukup jelas.

Contoh-contoh masing-masing kelompok
belanja adalah sebagai berikut:

Kelomook Belanja Administrasi Umum dan
rinciannya: contoh Belanja Pegawai: gaji
dan tunjangan, biaya perawatan dan
pengobatan, biaya pengembangan SDM,

honorarium/upah, uang lembur, uang paket,
uang penunjang kegiatan, uang insentip dan
tunjangan, dll. contoh Belanja Barang
dan Jasa: biaya bahan habis pakai kantor,
biaya jasa kantor, biaya cetak dan
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penggandaan keperluan kantor, biaya
kantor, biaya makanan dan minuman
biaya pakaian dinas, biaya bunga
angsuran hutang, dlt. contoh
P€rjalanan Dinas: biaya perjalanan
biaya perjalanan pindah, biaya
pegawai yang gugur dan
contoh Belanja Pemeliharaan:
pemeliharaan bangunan gedung,
pemeliharaan alat-alat angkutan,
pemeliharaan alat-alat kantor dan
tangga, biaya pemeliharaan alat-alat
dan alat komunikasi, biaya
buku perpustakaan, biaya pemeliharaan
alat persenjataan/ keamanan, dll.

Pemeliharaan dan rinciannya:
Belanja Pegawai: honorarium/upah,
lembur, uang paket, uang
kegiatan, uang insentip dan tunjangal
contoh Belanja Barang dan Jasa:
bahan dan material, biaya jasa pihak
biaya cetak dan penggandaan, biaya
biaya makanan dan minuman, biaya
dan angsuran hutang, biaya pakaian
dll. contoh Belanja Perjalanan
biaya perjalanan dinas. contoh
Pemeliharaan: biaya pemeliharaan
biaya pemeliharaan jalan dan
biaya pemeliharaan bangunan air,
pemeliharaan instalasi, biaya
jaringan, biaya pemeliharaan
gedung, biaya pemeliharaan
biaya pemeliharaan alat-alat besar,
pemeliharaan alat-alat angkutan,
pemeliharaan alat-alat bengkel,
pemeliharaan alat-alat pertanian,
pemeliharaan alat-alat kantor dan
tangga, biaya pemeliharaan alat-alat
dan alat komunikasi, biaya
alat-alat kedokteran/kesehatan,
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pemeliharaan alat-alat laboratorium, biaya
pemeliharaan alat-alat olah raga, biaya
pemeliharaan alat-alat peraga, biaya
pemeliharaan alat-alat
hitung/ukur/tera/timbang biaya
pemeliharaan barang cetakan/buku
perpustakaan, biaya pemeliharaan barang
bercorak kesenian/ kebudayaan, biaya
pemeliharaan hewan/ternak/tanarnan, biaya
pemeliharaan alat-alat
persenjataan/keamanan, dll.

Kelompok Belanja Modal dan
rinciannya: modal tanah, modal jalan dan
jembatan, modal bangunan air, modal
instalasi, modal jaringan, modal bangunan
gedung, modal monumen, modal alat-alat
besar, modal alat-alat angkutan, modal alat-
alat bengkel, modal alat-alat pertanian,
modal alat-alat kantor dan rumah tangga,
modal alat-alat studio dan alat komunikasi,
modal alat-alat kedokteran/kesehatan, modal
alat-alat laboratorium, modal alat-alat olah
raga, modal alat-alat peraga, modal alat-alat
hitung/ukur/tera/timbang, modal barang
cetakan/buku perpustakaan, modal bercorak
kesenian/kebudayaan, modal
hewan/ternak/tanaman, modal alat-alat
persenjataan/keamanan, dll.

Baqian Belania Pelavanan Publik, terdiri dari:

Kelompok Belanja Administrasi
Umum dan rinciannya: contoh Belanja
Pegawai: belanja tetap dan tunjangan, gaji
dan tunjangan, biaya perawatan dan
pengobatan, biaya pengembangan SDM,
honorarium/upah, uang lembur, uang paket,
uang penunjang kegiatan/ uang insentip dan
tunjangan, dll. contoh Belanja Barang
dan Jasa: biaya bahan habis pakai kantor,
biaya jasa kantor, biaya cetak dan
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penggandaan keperluan kantor, biaya smr
kantor, biaya makanan dan minuman kanb-,
biaya pakaian dinas, biaya bunga
angsuran hutang, dll. contoh
Perjalanan Dinas: biaya perjalanan
biaya perjalanan pindah, biaya
pegawai yang gugur dan di
contoh Belanja Pemeliharaan:
pemeliharaan tanah, biaya
jalan dan jembatan, biaya
bangunan air (irigasi), biaya
instalasi, biaya pemeliharaan jaringan,
pemeliharaan bangunan gedung,
pemeliharaan rnonumen, biaya
alat-alat besar, biaya pemeliharaan alat
angkutan, biaya pemeliharaan
bengkel, biaya pemeliharaan
peftanian, biaya pemeliharaan
angkutan, biaya pemeliharaan
kantor dan rumah tangga,
pemeliharaan alat-alat studio dan
komunikasi, biaya pemeliharaan alat
kedokteran/kesehatan, biaya
alat-alat laboratorium, biaya
alat-alat olah raga, biaya pemeliharaan
alat peraga, biaya pemeliharaan
hitung/ukur/tera/timba ng,
barang cetakan/buku perpustakaan,
pemeliharaan barang
kesenian/kebudayaan, biaya
hewan/terna(tanaman, biaya
alat-alat persenjataan/keamanan, dll.

Pemeliharaan dan rinciannya:
Belanja Pegawai: honorarium/upah,
lembur, uang paket, uang
kegiatan, uang insentip dan tunjangan,
contoh Belanja Barang dan Jasa:
bahan dan material, biaya jasa pihak
biaya cetak dan penggandaan, biaya
biaya makanan dan minuman, biaya



hutang, biaya pakaian kerja, dll. contoh
Belanja Perjalanan Dinas: biaya
perjalanan dinas. contoh Belanja
Pemeliharaan: biaya pemeliharaan tanah,
biaya pemeliharaan jalan dan jembatan,
biaya pemeliharaan bangunan air (irigasi),
biaya pemeliharaan instalasi, biaya
pemeliharaan jaringan, biaya pemeliharaan
bangunan gedung, biaya pemeliharaan
monumen, biaya pemeliharaan alat-alat
besar, biaya pemeliharaan alat-alat
angkutan, biaya pemeliharaan alat-alat
bengkel, biaya pemeliharaan alat-alat
pertanian, biaya pemeliharaan alat-alat
kantor dan rumah tangga, biaya
pemeliharaan alat-alat studio dan alat
komunikasi, biaya pemeliharaan alat-alat
kedokteran/kesehatan, biaya pemeliharaan
alat-alat laboratorium, biaya pemeliharaan
alat-alat olah raga, biaya pemeliharaan alat-
alat peraga, biaya pemeliharaan alat-alat
hitung/ukur/tera/timbang, biaya
pemeliharaan barang cetakan/buku
perpustakaan, biaya pemeliharaan barang
bercorak kesenian/ kebudayaan, biaya
pemeliharaan hewan/ternak/tanaman, biaya
pemeliharaan
persenjataa n/keamana n, dl l.

alat-alat

Kelomook Belanja Modal dan
rinciannya: modal tanah, modal jalan dan
jembatan, modal bangunan air (irigasi),
modal instalasi, modal jaringan, modal
bangunan gedung, modal monumen, modal

alat-alat besar, modal alat-alat angkutan,
modal alat-alat bengkel, modal alat-alat
peftanian, modal alat-alat kantor dan rumah
tangga, modal alat-alat studio dan alat
komunikasi, modal alat-alat
kedokteran/kesehatan, modal alat-alat
laboratorium, modal alat-alat olah raga/

modal alat-alat peraga, modal alat-alat
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hitung/ukur/tera/timbang, modal bararg
cetakan/buku perpustakaan, modal bercor*
kesenian/kebudayaan, modd
hewan/ternak/tanaman, modal alat-ail
persenjataan/keamanan, d ll.

Baoian Belania Transfer, terdiri dari:

Kelompok Hadiah: ini benp
misalnya hadiah kepada pihak-pihak yarql
berprestasi, hadiah kepada pihak-pihak yq
berjasa kepada Daerah, dll.

Kelompok Hibah: adalah
Pemerintah Daerah kepada pihak lain
wujud barang. Ini berupa misalnya:
mesin dan peralatan kepada UKM,
mesin dan peralatan kepada koperasi, dll.

Kelomppk Bantuan: adalah
Pemerintah Daerah kepada pihak lain
wujud kas (uang tunai) atau bentuk
lainnya, selain dalam wujud barang. fii
rinci ke dalam:

1) bantuan kepada Pemerintah
ini berupa pemberian bantuan dana
Pemerintah daerah kepada
Desa. Ini merupakan bentuk
keuangan antara Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa yang didasarkan
pertimbangan dalam rangka pela
tugas pembantuan.

2) bantuan kepada pihak lain,
berupa misalnya bantuan
manajemen dan ketrampilan bagi
bantuan dana bagi organisasi
kemasyarakatan; bantuan dana
pengembangan olah raga di
bantuan dana bagi
peringatan hari besar nasional,
dan Daerah; bantuan dana
pelaksanaan pembangunan sarana
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Pasal 35 s/d
Pasal 39 ayat (4)

Pasal 39 ayat (5)

prasarana keagamaan; bantuan dana
kepada kepanitiaan-kepanitiaan, dll.

Kelompok Subsidi: ini berupa
misalnya subsidi sandang/pangan bagi
penduduk miskin, subsisdi kesehatan bagi
penduduk miskin, subsidi perumahan bagi
penduduk miskin, subsidi pendidikan bagi
murid yang wali murid/orang tuanya miskin,
dil.

Kelompok Bagi Hasil: ini berupa
perimbangan keuangan antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa. Ini merupakan
bentuk hubungan keuangan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
yang didasarkan pada pertimbangan
penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan
adat istiadat Desa.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif
pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar"
adalah jumlah pokok pinjaman lama yang
belum dibayar (termasuk akumulasi bunga
yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan
jumlah pokok pinjaman yang akan diterima
dalam tahun tersebut.

Sedang ketentuan "tidak melebihi
30o/o (tiga puluh perseratus) dari jumlah
Penerimaan Umum Anggaran Daerah" ini
merupakan batas paling tinggi jumlah
pinjaman Daerah yang dianggap aman bagi
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam kerangka Anggaran Daerah.
Sebagai implementasi prinsip hati-hati.

Selanjutnya yang dimaksud dengan
"Penerimaan Umum Anggaran Daerah"
adalah seluruh Penerimaan Daerah tidak
termasuk dana alokasi khusus, dana darurat,
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dana pinjaman lama, dan penerimaan
yang penggunaannya dibatasi
membiayai pengeluaran tertentu, atau:

PU=PD-(DAK+DD+DP+PL)

PU

PD

DAK
DD

DP

PL

DSCR =

DSCR

PAD
DP

BW
P

B

BL

= Penerimaan Umurn Anggaran Daerah;
= Jumlah Penerimaan Daerah;
= Dana Alokasi Khusus;

= Dana Darurat;

= Dana Pinjaman Lama;

= Penerimaan lain yang penggunaannya dibaH

Debt Seruice Coverage Rafio (DSCR) adalah perbandingan' penjum-lahan Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan dengan
pusat/provinsi, setelah dikurangi
Wajib, dengan penjumlahan
pokok, bunga, dan biaya pinjaman
yang jatuh tempo, pada tahuh
yang bersangkutan. Belanja Wajib
belanja yang harus dipenuhi/tidak
dihindari dalam tahun anggaran
bersangkutan oleh Pemerintah
misal Belanja Pegawai. DSCR dapat
dalam rumus sebagai berikut:

(PAD + DP)-BW
) 2,5

P+B+BL

= Debt Seruice Coverage Ratiq
= Pendapatan Asli Daerah;

= bagian Daerah dari dana perimbangan;

= Belanja Wajib;
= angsuran pokok pinjaman;

= bunga pinjaman;

= biaya pinjaman lainnya (misal biaya
biaya bank, dll)
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Pasal 40 ayat (1)
s/d ayat (4)
Pasal zCI ayat (5):

Pasal 40 ayat (6)
s/d Pasal 53

: Cukup jelas
Jumlah maksimum dimakSud

tertinggi yang dianggap aman
implementasi prinsip hati-hati.

Cukup jelas
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